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, Perasturan Turunan [ Peraturan Perundangan lainnya terkait

Keterbuksan Informasi Publik, raeliputs:

1) Undang Undang Homo (N uhun 2014 tentang liess

2) Peraturan Pemnerintiah Homor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang  undany, Nomor 14 Jabun 2007 tentanyg Keterbulkazzn
[forrnasi Pubhle

4 Peraturan Komisi Informansi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layinan Informant Publik

4) Peraturan Komis Informasi Nomor | Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesainn Senplketa Informansi Publik

5) Peraturan Komisi Informasi - Nomor ] Tahun 2017 tentang
Penpldasifilasian Informansi Publik

O) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tabun 2017 tentang
Pedomann  Pengelolaan  Pelayanan  Informasi  dan Dokumentasi
Kerenterian Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah

/) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar

Layanan Informasi Publilke Desa

#) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penpelolaan  Pelayanan  Informasi dan  Dokumentasi  Lingkungan
Permerintab Kabupaten Badung,

9)

Keputusan  DBupati - Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang

Penpelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung

6, Informasi Publik:

adalah informansi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau

diterima oleh suatu bhadan publik yang berkaitan dengan penyelenggara

( o | g ,
i) penyelengpnrann NCEara dan/atau penyelenggara  dan
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